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Abstract  

The rules of ushul fiqh, especially the concepts of muthlaq and muqayyad, play an important role in 

providing legal solutions to various contemporary problems, including the practice of usury in sharia 

economics. This article aims to analyze the application of muthlaq and muqayyad rules in the context of 

usury practices as one of the main challenges in the implementation of modern sharia economics. With 

a qualitative approach based on literature review, this research explores how these rules can be used to 

define, classify and provide solutions to the issue of usury which is often an obstacle in the sharia 

economic system. The research results show that a comprehensive understanding of muthlaq and 

muqayyad can be a strong legal basis for assessing the validity of sharia financial transactions, as well 

as being able to present innovative legal solutions that are in accordance with sharia maqashid 

principles. These findings offer new insights that are relevant for scientists, practitioners and policy 

makers in developing a sharia economic system that is fairer, more inclusive and in line with modern 

challenges. 
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Abstrak 

  
Kaidah ushul fikih, khususnya konsep muthlaq dan muqayyad, memainkan peran penting dalam memberikan solusi hukum 

terhadap berbagai persoalan kontemporer, termasuk praktik riba dalam ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad dalam konteks praktik riba sebagai salah satu tantangan utama dalam 

implementasi ekonomi syariah modern. Dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur, penelitian ini mengeksplorasi 

bagaimana kaidah tersebut dapat digunakan untuk mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan memberikan solusi terhadap isu 

riba yang sering menjadi hambatan dalam sistem ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang 

komprehensif terhadap muthlaq dan muqayyad dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam menilai validitas transaksi 

keuangan syariah, serta mampu menghadirkan inovasi solusi hukum yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Temuan 

ini menawarkan wawasan baru yang relevan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem 

ekonomi syariah yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan tantangan modern. 

Kata kunci: Muthlaq, Muqayyad, Riba, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah
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I. PENDAHULUAN 

Riba merupakan salah satu isu paling 

sentral dan kompleks dalam ekonomi syariah 

yang telah menjadi perhatian utama para ulama 

dan praktisi hukum Islam selama berabad-abad. 

Larangan terhadap riba tidak hanya bersumber 

dari Al-Qur’an dan Hadis, tetapi juga ditegaskan 

oleh para ulama besar seperti Imam Malik yang 

menyatakan, “Riba adalah haram secara mutlak 

dan tidak ada toleransi dalam hal ini” (Al-

Muwatta, Malik, 2007). Demikian juga menurut 

Imam Al-Ghazali, riba adalah segala tambahan 

yang tidak sah dalam transaksi yang 

menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi, 

sehingga dilarang keras dalam Islam (Al-

Ghazali, Ihya Ulumuddin). Dalam konteks 

modern, praktik riba tidak hanya terbatas pada 

bunga bank tradisional, melainkan juga muncul 

dalam berbagai bentuk transaksi keuangan digital 

dan fintech yang semakin berkembang pesat 

(Irawan, 2024). 

Menurut Asy-Syatibi (1997), dalam 

karya monumentalnya Al-Muwafaqat, penerapan 

kaidah ushul fikih, khususnya konsep muthlaq 

(umum) dan muqayyad (terbatas), sangat penting 

sebagai landasan metodologis dalam menilai dan 

menentukan status hukum suatu transaksi. 

Demikian juga menurut ulama kontemporer, 

Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa 

penerapan kaidah ushul fikih harus 

memperhatikan maqashid syariah, yakni tujuan 

utama syariah untuk mencapai keadilan dan 

kemaslahatan umat (Az-Zuhaili, 2010). Kedua 

kaidah ini memberikan fleksibilitas sekaligus 

batasan yang diperlukan dalam menghadapi 

dinamika ekonomi kontemporer, sehingga 

mampu menjaga prinsip maqashid syariah, yaitu 

keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan 

kemudaratan (Al-Amidi, 1996). 

Fenomena perkembangan teknologi 

keuangan (fintech) dan digitalisasi transaksi 

menuntut kajian hukum Islam yang adaptif dan 

inovatif. Menurut laporan Bank Indonesia 

(2023), penetrasi fintech di Indonesia meningkat 

sebesar 45% dalam tiga tahun terakhir, yang 

sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam 

memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, 

khususnya dalam penghindaran riba (Bank 

Indonesia, 2023). Oleh karena itu, kajian 

mendalam tentang penerapan kaidah muthlaq 

dan muqayyad dalam konteks ini sangat relevan 

dan mendesak. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana kaidah muthlaq dan muqayyad dapat 

diaplikasikan secara efektif dalam menilai dan 

mengatasi praktik riba di era ekonomi modern, 

khususnya yang berkaitan dengan transaksi 

keuangan digital. Dengan pendekatan kualitatif 

berbasis kajian literatur, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus 

solusi praktis bagi pengembangan ekonomi 

syariah yang lebih inklusif dan berkeadilan.  

II. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metodologi 

kualitatif dan penelitian kepustakaan. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan 

untuk memahami konsep kaidah ushul fikih, 

khususnya muthlaq dan muqayyad, dalam 

konteks praktik riba serta bagaimana konsep 

tersebut dapat menjadi solusi inovatif bagi 

tantangan ekonomi syariah modern (Sugiyono, 

2017;15). 

Data yang digunakan untuk penelitian ini 

terdiri atas: 

Pertama, sumber primer, Kitab-kitab klasik dan 

kontemporer yang membahas kaidah ushul fikih, 

seperti Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam karya Al-

Amidi dan Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi. 

Kedua, sumber sekunder termasuk buku-buku, 

jurnal ilmiah, praktik riba, ekonomi syariah dan 

penerapan kaidah ushul fikih dalam hukum Islam 

(Mestika Zed, 2004; 19). 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan 

menelaah dan menganalisis literatur yang 

relevan. Teknik ini digunakan karena penelitian 

kepustakaan mengandalkan dokumen tertulis 

sebagai sumber utama dalam memperoleh data 

(Moleong, 2019;17). 

Data yang dikumpulkan, dianalisis 

menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, 

yang mencakup penjelasan dan 

menginterpretasikan konsep muthlaq dan 

muqayyad dalam ushul fikih serta relevansinya 

dengan praktik riba dalam ekonomi syariah 

modern. Analisis ini dilakukan melalui tiga 

tahapan: 

Pertama, reduksi data, seleksi dan 

kumpulkan data dari berbagai sumber yang 

terkait dengan subjek penelitian (Matthew B. 

Miles, 1994;10). Kedua, penyajian data, 

penyusunan data dalam bentuk uraian yang 

sistematis untuk mempermudah pemahaman 
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terhadap hubungan antara kaidah ushul fikih dan 

praktik riba. Ketiga, penarikan kesimpulan, 

merumuskan hasil analisis dengan 

mempertimbangkan berbagai sudut pandang 

serta memberikan solusi yang inovatif bagi 

tantangan ekonomi syariah modern (John W. 

Creswell and J. David Creswell And, 2018;78). 

Teknik triangulasi sumber, yang 

membandingkan data dari berbagai referensi 

primer dan sekunder yang kredibel, digunakan 

dalam penelitian ini untuk memastikan validitas 

data. Triangulasi ini bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih akurat 

tentang subjek penelitian (Lincoln and Guba, 

1985; 301). 

Dengan metodologi yang sistematis ini, 

penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi akademis dalam memahami kaidah 

ushul fikih serta implikasinya dalam praktik riba 

dan ekonomi syariah modern.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ushul fikih adalah disiplin ilmu yang 

mempelajari sumber-sumber hukum Islam dan 

metodologi penetapan hukum. Secara harfiah, 

istilah "ushul" berarti dasar atau pokok, 

sedangkan "fikih" merujuk pada pemahaman 

atau pengetahuan tentang hukum Islam. Dengan 

demikian, ushul fikih dapat didefinisikan 

sebagai ilmu yang membahas prinsip-prinsip 

dasar dan kaidah-kaidah yang dipakai untuk 

mengekstrak hukum dari sumber-sumber 

syariah, seperti al-Qur'an, hadis, ijma' 

(konsensus), dan qiyas (analogi) (Yazid, 2024). 

Ushul fikih berfungsi sebagai kerangka 

kerja yang membantu para ulama dan intelektual 

Muslim dalam memahami dan menerapkan 

aturan Islam dalam berbagai konteks yang 

beragam. Dalam konteks ini, ushul fikih bukan 

hanya berfokus pada teks-teks suci, namun juga 

mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan 

politik yang mempengaruhi penerapan hukum 

(Yazid, 2024). 

Selanjutnya mengenai ruang lingkup 

ushul fikih mencakup beberapa aspek penting, 

antara lain: 

Pertama, Ushul fikih mengidentifikasi 

dan menelaah Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas 

serta banyak literatur hukum Islam lainnya. 

Setiap sumber memiliki kedudukan dan peran 

yang berbeda dalam penetapan hukum (Yazid, 

2024). 

Kedua, Ushul fikih menyediakan 

metodologi yang sistematis untuk mengekstrak 

hukum dari sumber-sumber tersebut. Ini 

mencakup teknik-teknik seperti istihsan 

(preferensi hukum), istislah (kepentingan 

umum), dan maqasid al-shariah (tujuan syariah) 

yang digunakan untuk mencapai keputusan 

hukum yang adil dan relevan (Adam, 2021). 

Ketiga, Ushul fikih juga mencakup 

kaidah-kaidah fikih yang menjadi pedoman 

dalam penetapan hukum. Kaidah-kaidah ini 

membantu dalam memahami konteks dan 

batasan hukum, serta memberikan panduan 

dalam situasi yang kompleks (Mustofa dkk., 

2021). 

Selain itu yang tak kalah penting adalah 

peranan ushul fikih dalam penetapan hukum 

sangat signifikan, antara lain: 

Pertama, ushul fikih berfungsi sebagai 

jembatan antara tradisi hukum Islam yang telah 

ada dan tantangan-tantangan baru yang muncul 

dalam masyarakat modern. Dengan 

menggunakan pendekatan yang adaptif, ushul 

fikih memungkinkan penyesuaian hukum Islam 

terhadap konteks sosial dan budaya yang terus 

berubah (Yazid, 2024) . 

Kedua, ushul fikih mendorong praktik 

ijtihad, yaitu usaha untuk menafsirkan dan 

menerapkan hukum Islam dalam situasi baru. Ini 

penting untuk memastikan bahwa hukum Islam 

masih relevan dan dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat (Adam, 2021) .  

Ketiga, Menjamin Keadilan dan 

Kemaslahatan, dengan menggunakan prinsip-

prinsip ushul fikih, para ulama dapat menetapkan 

hukum yang bukan hanya sesuai dengan teks-

teks suci, namun juga mempertimbangkan 

keadilan dan kemaslahatan (kebaikan) 

masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting 

dalam konteks ekonomi syariah, di mana 

penerapan hukum harus memperhatikan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan 

(Yazid, 2024). 

Keempat, Pengembangan Fatwa, Ushul 

fikih juga berperan dalam pengembangan fatwa-

fatwa yang dikeluarkan oleh institusi-institusi 

keagamaan, seperti DSN. Fatwa-fatwa ini 

menjadi pedoman bagi praktik ekonomi syariah 

dan membantu masyarakat dalam memahami 
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hukum Islam dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari (Yazid, 2024). 

Dengan demikian, ushul fikih bukan 

hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami 

hukum Islam, namun juga sebagai panduan 

praktis dalam menerapkan hukum tersebut 

dalam konteks yang beragam dan dinamis. 

Selanjutnya, sebelum membahas lebih 

jauh tentang Muthlaq dan Muqayyad, penulis 

akan menjelaskan terlebih dahulu definisi 

Muthlaq dan Muqayyad. Hal ini penting untuk 

meminimalisir kesalahpahaman terhadap kedua 

kaidah tersebut. Kaidah muthlaq dan muqayyad 

merupakan dua konsep penting dalam ushul 

fikih yang berfungsi sebagai pedoman dalam 

penetapan hukum Islam. 

Kaidah Muthlaq adalah lafaz yang 

menunjukkan makna umum tanpa adanya 

batasan tertentu. Dalam hukum Islam, suatu lafaz 

dikatakan muthlaq jika tidak disertai dengan 

sifat, syarat, atau batasan tertentu yang 

membatasi cakupannya. Misalnya, dalam firman 

Allah:   فتَحَْرِيرُ رَقبََة (QS. Al-Mujadilah: 3), kata   رَقبََة 

(budak) bersifat muthlaq karena tidak dibatasi 

oleh sifat tertentu seperti mukmin atau kafir 

(Jalaludin As Suyuthi, 2008;112). 

Kaidah Muthlaq, kaidah ini merujuk 

pada hukum yang tidak terbatas atau tidak terikat 

oleh syarat tertentu. Dalam konteks ini, muthlaq 

memberikan ruang bagi penerapan hukum yang 

lebih luas dan fleksibel. Misalnya, dalam 

transaksi ekonomi, kaidah muthlaq dapat 

diterapkan untuk berbagai jenis transaksi yang 

tidak secara eksplisit dilarang dalam syariah, 

sehingga memberikan kebebasan bagi individu 

untuk berinovasi dalam kegiatan ekonomi 

(Zayadi, 2023). 

Selain itu, kaidah muthlaq memberikan 

fleksibilitas dalam penerapan hukum, 

memungkinkan para pelaku ekonomi untuk 

melakukan inovasi dalam produk dan layanan 

yang memenuhi persyaratan syariah. Misalnya, 

dalam konteks fintech dan e-commerce, kaidah 

muthlaq dapat digunakan untuk mengeksplorasi 

berbagai model bisnis baru yang belum ada 

preseden sebelumnya dalam hukum Islam 

(Sa’adah, 2022). 

Kaidah Muqayyad adalah lafaz yang 

maknanya telah dibatasi oleh sifat, syarat, atau 

ketentuan tertentu. Contohnya terdapat dalam 

firman Allah:  ؤْمِنَة  ,(QS. An-Nisa: 92) فتَحَْرِيرُ رَقبََة  مُّ

di mana kata   ؤْمِنَة ؤْمِنَة   dibatasi dengan sifat رَقبََة  مُّ  مُّ

(beriman), sehingga hukum dalam ayat ini hanya 

berlaku bagi budak yang beriman (Al-Amidi, 

1996;98). 

Kaidah Muqayyad, sebaliknya, kaidah 

muqayyad adalah hukum yang terikat oleh syarat 

atau kondisi tertentu. Kaidah ini membatasi 

penerapan hukum dalam konteks tertentu, 

sehingga hanya berlaku pada situasi yang 

memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam hukum 

ekonomi syariah, kaidah muqayyad sering 

digunakan untuk menetapkan batasan-batasan 

dalam transaksi yang berpotensi mengandung 

riba atau unsur-unsur yang dilarang (Zaki, 2021). 

Selain itu, kaidah muqayyad berfungsi 

untuk mengatur dan membatasi praktik-praktik 

yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti 

riba dan penipuan. Dengan menerapkan kaidah 

muqayyad, lembaga keuangan syariah memiliki 

kemampuan untuk memastikan bahwa semua 

transaksi memenuhi peraturan syariah yang 

ketat, sehingga melindungi kepentingan semua 

pihak yang terlibat (Pakarti, 2023). 

Dalam penerapannya, kaidah muthlaq dan 

muqayyad digunakan dalam menetapkan hukum 

fiqh dengan mempertimbangkan keterkaitan 

antara lafaz muthlaq dan lafaz muqayyad dalam 

berbagai ayat atau hadis. Para ulama berbeda 

pendapat dalam menentukan apakah lafaz 

muthlaq dalam satu dalil harus dibawa kepada 

lafaz muqayyad dalam dalil lain, tergantung pada 

kesamaan sebab hukum dan konteksnya (Al-

Zarkasyi, 1994, hlm. 150). 

Penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad 

dalam hukum ekonomi syariah sangat relevan, 

terutama dalam menghadapi tantangan dan 

dinamika ekonomi modern. Beberapa poin 

relevansi tersebut adalah sebagai berikut: 

Kaidah muthlaq dan muqayyad berperan 

penting dalam pengembangan fatwa oleh DSN 

dan lembaga-lembaga lainnya. Fatwa yang 

dikeluarkan sering kali mempertimbangkan 

kedua kaidah ini untuk memberikan panduan 

yang jelas dan komprehensif bagi masyarakat 

dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang 

sesuai dengan syariah (Zaki, 2024). 

Selanjutnya, kaidah muthlaq dan 

muqayyad menjadi panduan untuk adaptasi 

terhadap perubahan sosial dan ekonomi, dalam 

konteks globalisasi dan perkembangan 

teknologi, penerapan kaidah muthlaq dan 

muqayyad memungkinkan hukum ekonomi 

syariah untuk beradaptasi dengan perubahan 
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sosial dan ekonomi yang cepat. Hal ini penting 

untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam 

konteks masyarakat modern yang terus berubah 

(Ayu dkk., 2022). 

Terakhir manfaat kedua kaidah ini, 

hukum ekonomi syariah dapat lebih efektif 

dalam mencapai tujuan keadilan dan 

kemaslahatan (kebaikan) masyarakat. Kaidah 

muthlaq memungkinkan inovasi yang 

bermanfaat, sementara kaidah muqayyad 

menjaga agar inovasi tersebut tidak melanggar 

prinsip-prinsip syariah yang lebih tinggi 

(Nihayah, 2023). 

Dengan demikian, kaidah muthlaq dan 

muqayyad tidak hanya berfungsi sebagai alat 

untuk memahami dan menerapkan hukum Islam, 

tetapi juga sebagai pedoman praktis yang 

membantu dalam pengembangan ekonomi 

syariah yang adil dan berkelanjutan. 

 

Riba dalam Perspektif Hukum Islam 

Riba, dalam terminologi hukum Islam, 

dalam arti kata "tambahan" atau "pertambahan". 

Riba dalam ekonomi adalah istilah yang 

mengacu pada kebiasaan mengambil 

keuntungan yang tidak adil dari transaksi 

keuangan, terutama yang melibatkan pinjaman. 

Riba dibagi menjadi dua kategori utama: riba al-

nasi'ah, yang berkaitan dengan tambahan yang 

dikenakan pada utang, dan riba al-fadhl, yang 

berkaitan dengan pertukaran barang yang sejenis 

tetapi tidak sebanding dalam jumlah atau 

kualitas (Ahyani dkk., 2020). 

Dalam Al-Qur'an, riba secara tegas 

dilarang, dan Allah SWT menyatakan bahwa 

"Allah menghapus riba dan menyuburkan 

sedekah" (QS. Al-Baqarah: 276). Larangan ini 

menunjukkan bahwa riba dilihat sebagai 

kebiasaan yang merugikan masyarakat dan 

bertentangan dengan keadilan dalam Islam 

(Sudanto, 2020) 

Implikasi riba dalam transaksi keuangan 

sangat signifikan, baik dari segi sosial maupun 

ekonomi. Praktik riba dapat menyebabkan 

ketidakadilan dan eksploitasi, di mana peminjam 

yang dalam keadaan terdesak harus membayar 

bunga yang tinggi, sehingga mengakibatkan 

kesulitan finansial yang berkepanjangan (Alam, 

2023). Hal ini berpotensi menciptakan siklus 

utang yang sulit diputus, yang pada gilirannya 

dapat merugikan stabilitas ekonomi masyarakat 

secara keseluruhan. 

Selain itu, riba juga dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketika 

individu dan bisnis terjebak dalam utang 

berbunga tinggi, mereka cenderung mengurangi 

investasi dan pengeluaran, yang berdampak 

negatif pada pertumbuhan ekonomi (Haikal, 

2024). Ketika hal-hal seperti ini terjadi, hukum 

ekonomi syariah berusaha untuk membangun 

sistem keuangan yang adil dan bertahan lama, di 

mana keuntungan diperoleh melalui cara yang 

sah dan tidak merugikan pihak lain. 

Pandangan ulama mengenai riba 

bervariasi, namun umumnya sepakat bahwa riba 

adalah haram yang dilarang dalam Islam. 

Sebagian ulama menekankan bahwa riba tidak 

hanya terbatas pada bunga yang dikenakan pada 

pinjaman, tetapi juga mencakup segala bentuk 

transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan 

dan eksploitasi (Supriadi & Ismawati, 2020). 

Dalam konteks perbankan syariah, ulama 

sepakat bahwa lembaga keuangan harus 

beroperasi tanpa riba dan harus mematuhi 

prinsip-prinsip syariah. Sebagai pilihan yang 

lebih masuk akal dan sesuai dengan prinsip 

Islam, mereka mendorong sistem bagi hasil, atau 

pembagian keuntungan, yang memungkinkan 

kedua belah pihak untuk membagi resiko dan 

keuntungan, menciptakan hubungan yang lebih 

seimbang antara pemberi pinjaman dan 

peminjam (Haikal, 2024). 

Namun, terdapat juga perbedaan 

pendapat di antara ulama mengenai beberapa 

aspek riba, seperti bunga bank dan praktik 

pinjaman online. Beberapa ulama menganggap 

bunga bank sebagai riba, sementara yang lain 

berpendapat bahwa bunga dapat diterima dalam 

konteks tertentu, asalkan tidak merugikan pihak 

lain (Alam, 2023). 

Dalam kesimpulannya, riba dalam 

perspektif hukum Islam adalah praktik yang 

dilarang dan memiliki implikasi negatif dalam 

transaksi keuangan. Akibatnya, umat Islam harus 

memahami dan menghindari praktik riba serta 

menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan 

kemaslahatan dalam setiap transaksi ekonomi. 

 

Penerapan Kaidah Muthlaq dalam 

Menentukan Hukum Riba 

Kaidah muthlaq, yang berarti hukum 

yang tidak terikat oleh syarat tertentu, memiliki 

peranan penting dalam menentukan hukum riba 

dalam konteks ekonomi syariah. Dalam hal ini, 
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penerapan kaidah muthlaq memungkinkan para 

ulama untuk memberikan penilaian yang lebih 

luas terhadap berbagai bentuk transaksi yang 

mungkin mengandung unsur riba. Misalnya, 

dalam transaksi pinjaman, kaidah muthlaq dapat 

digunakan untuk menilai apakah suatu transaksi 

tersebut mengandung riba atau tidak, tanpa 

terikat pada kondisi-kondisi spesifik yang 

mungkin membatasi penilaian tersebut (Firda, 

2023). 

Sebagai contoh, dalam konteks pinjaman 

uang, jika terdapat tambahan yang dikenakan 

pada jumlah pinjaman, maka hal ini dapat 

dianggap sebagai riba. Namun, dengan 

penerapan kaidah muthlaq, para ulama dapat 

mengeksplorasi berbagai bentuk pinjaman dan 

menentukan apakah praktik tersebut sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Hal ini 

memberikan fleksibilitas dalam penetapan 

hukum, sehingga memungkinkan penyesuaian 

terhadap praktik-praktik ekonomi yang 

berkembang (Hopipah, 2023). 

Penerapan kaidah muthlaq dalam 

menentukan hukum riba memiliki dampak yang 

signifikan terhadap praktik ekonomi syariah. 

Beberapa dampak tersebut antara lain: 

Pertama, fleksibilitas dalam inovasi 

produk keuangan, dengan penerapan kaidah 

muthlaq, lembaga keuangan syariah memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan produk-

produk keuangan yang inovatif tanpa melanggar 

syariah. Misalnya, produk pembiayaan yang 

berbasis bagi hasil dapat dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terjebak 

dalam praktik riba (Saputri & Kusdarini, 2021). 

Kedua, peningkatan aksesibilitas 

keuangan, penerapan kaidah muthlaq juga dapat 

meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi 

masyarakat. Dengan memungkinkan berbagai 

bentuk transaksi yang mengikuti prinsip syariah, 

lebih banyak individu dan usaha kecil dapat 

mendapatkan pembiayaan yang diperlukan 

untuk berkembang (Sembel, 2020). 

Ketiga, penerapan kaidah muthlaq dalam 

menentukan hukum riba juga membantu 

meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. 

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang 

riba, masyarakat dapat lebih berhati-hati 

bertransaksi keuangan dan menghindari hal-hal 

yang dilarang oleh Islam (Dharma, 2024). 

Keempat, penguatan fatwa dan regulasi, 

penerapan kaidah ini juga mendukung 

penguatan fatwa dan regulasi yang dikeluarkan 

oleh lembaga-lembaga syariah. Dengan adanya 

pedoman yang jelas mengenai penerapan kaidah 

muthlaq, lembaga-lembaga ini dapat 

memberikan fatwa yang lebih konsisten dan 

relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi 

yang terus berkembang (Muhammad, 2023). 

Secara keseluruhan, penerapan kaidah 

muthlaq dalam menentukan hukum riba 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

praktik ekonomi syariah. Dengan memberikan 

fleksibilitas dalam penetapan hukum, kaidah ini 

memungkinkan pembuatan produk keuangan 

yang mengikuti prinsip syariah dan 

meningkatkan kesadaran hukum. Oleh karena 

itu, penting bagi para ulama dan praktisi ekonomi 

syariah untuk terus menerapkan kaidah muthlaq 

secara efektif dalam menghadapi tantangan dan 

dinamika ekonomi modern. 

 

Penerapan Kaidah Muqayyad dalam Konteks 

Riba 

Kaidah muqayyad, yang berarti hukum 

yang terikat oleh syarat atau kondisi tertentu, 

memainkan peranan penting dalam menentukan 

hukum riba dalam konteks ekonomi syariah. 

Dalam hal ini, kaidah muqayyad digunakan 

untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas 

mengenai transaksi yang dianggap mengandung 

unsur riba. Misalnya, dalam transaksi pinjaman, 

kaidah muqayyad dapat digunakan untuk 

menentukan syarat tertentu yang harus dipenuhi 

untuk transaksi tersebut tidak dianggap sebagai 

riba. 

Sebagai contoh, dalam praktik pinjaman 

uang, jika terdapat ketentuan bahwa peminjam 

harus membayar bunga yang lebih tinggi dari 

jumlah pinjaman, maka transaksi tersebut dapat 

dianggap sebagai riba. Namun, jika pinjaman 

tersebut dilakukan dengan syarat yang adil dan 

tidak memberatkan peminjam, seperti dalam 

skema bagi hasil, maka transaksi tersebut dapat 

dianggap sah dalam perspektif syariah (Ngaha & 

Mbenda, 2023). Dengan demikian, penerapan 

kaidah muqayyad membantu dalam 

mengidentifikasi dan membedakan antara 

transaksi yang sah dan yang tidak sah dalam 

konteks riba. 

Penerapan kaidah muqayyad dalam 

konteks riba memiliki dampak yang signifikan 

terhadap keputusan hukum yang diambil oleh 
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para ulama dan lembaga keuangan syariah. 

Beberapa pengaruh tersebut antara lain: 

Kaidah muqayyad kepastian hukum, 

dengan adanya syarat-syarat yang jelas dalam 

kaidah muqayyad, keputusan hukum yang 

diambil menjadi lebih pasti dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini memberikan 

kejelasan bagi para pelaku ekonomi dalam 

menjalankan transaksi keuangan, sehingga 

mereka dapat menghindari praktik riba yang 

dilarang (Nagimova, 2023). 

Selanjutnya kaidah muqayyad 

memungkinkan pengaturan transaksi yang lebih 

baik dalam konteks ekonomi syariah. Dengan 

menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, 

lembaga keuangan syariah memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan instrumen 

keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah 

dan sekaligus menjaga kepentingan semua pihak 

yang terlibat dalam transaksi (Handoko, 2020). 

Selain itu, penerapan kaidah muqayyad 

juga memungkinkan hukum Islam untuk 

menyesuaikan diri dengan transformasi sosial 

dan ekonomi yang terjadi. Dalam konteks ini, 

kaidah muqayyad dapat digunakan untuk 

menyesuaikan hukum dengan kondisi dan 

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, 

sehingga hukum Islam tetap relevan dan 

responsif terhadap tantangan yang dihadapi 

(Kuanova dkk., 2021). 

Kaidah muqayyad juga berkontribusi 

pada peningkatan kualitas fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga-lembaga syariah. 

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat 

tertentu dalam penetapan hukum, fatwa yang 

dihasilkan menjadi lebih relevan dan sesuai 

dengan konteks masyarakat (Lelis, 2023). 

Penerapan kaidah muqayyad dalam 

konteks riba memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap keputusan hukum dalam 

ekonomi syariah. Dengan menetapkan syarat-

syarat yang jelas, kaidah ini membantu dalam 

membedakan antara transaksi yang sah dan yang 

tidak sah, serta meningkatkan kepastian hukum 

dan kualitas fatwa. Oleh karena itu, penting bagi 

para ulama dan praktisi ekonomi syariah untuk 

terus menerapkan kaidah muqayyad secara 

efektif dalam menghadapi tantangan dan 

dinamika ekonomi modern. 

 

Komparasi Analitis Antar Ulama tentang 

Batasan Muthlaq dan Muqayyad dalam 

Praktik Riba di Era Digital 

Dalam dunia fikih modern, terdapat dua 

kelompok ulama dengan pendekatan berbeda 

terkait penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad 

pada praktik riba di era digital. 

Kelompok pertama menekankan 

penerapan kaidah muthlaq secara ketat. Mereka 

berargumen bahwa larangan riba bersifat mutlak, 

sehingga segala bentuk tambahan pasti yang 

memberatkan peminjam harus dikategorikan 

sebagai riba, tanpa kompromi, meskipun bentuk 

transaksi berubah dalam fintech atau pinjaman 

online. Pendekatan ini bertujuan menjaga 

kemurnian hukum Islam dan mencegah potensi 

eksploitasi dalam transaksi keuangan digital (Al-

Muwatta, Malik, 2007; Al-Ghazali, n.d.). 

Kelompok ini cenderung menolak inovasi yang 

berpotensi melemahkan prinsip larangan riba. 

Sebaliknya, kelompok kedua lebih 

menitikberatkan penerapan kaidah muqayyad 

yang memperhatikan konteks, syarat, dan tujuan 

hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa 

perkembangan teknologi menuntut fleksibilitas 

hukum yang mampu mengakomodasi inovasi 

produk keuangan yang sah secara syariah, selama 

memenuhi prinsip keadilan dan maslahat umat. 

Kelompok ini menerima pembiayaan berbasis 

risiko dan keuntungan bersama (mudharabah, 

musyarakah), serta menilai bahwa tidak semua 

tambahan biaya otomatis merupakan riba (Adam, 

2021; Az-Zuhaili, 2010). Pendekatan ini lebih 

pragmatis dan adaptif terhadap perubahan zaman. 

Perbedaan pandangan ini mencerminkan 

dinamika ijtihad yang terus berlangsung, di mana 

keseimbangan antara prinsip tekstual dan 

kebutuhan kontekstual menjadi fokus utama. 

Dialog dan kajian ilmiah mendalam sangat 

diperlukan untuk menghasilkan rumusan hukum 

yang tepat dan aplikatif menghadapi tantangan 

ekonomi digital (Mustofa et al., 2021). 

 

Implikasi Penerapan Kaidah Fikih dalam 

Praktik Riba 

Penerapan kaidah muthlaq maupun 

muqayyad, memiliki implikasi yang signifikan 

terhadap praktik riba dalam konteks ekonomi 

syariah. Metode ini memberi para ulama dan 

praktisi dasar yang jelas untuk menilai dan 

menentukan hukum riba dalam berbagai 

transaksi keuangan. Dengan penerapan kaidah 
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ini, praktik riba dapat diidentifikasi dan 

dibedakan dari transaksi yang sah, sehingga 

membantu menjaga integritas sistem keuangan 

syariah (Sanusi dkk., 2020). 

Selanjutnya, penerapan kaidah muthlaq 

dan muqayyad membantu lembaga keuangan 

syariah dalam meningkatkan kepatuhan mereka 

terhadap aturan syariah. Dengan adanya 

pedoman yang jelas, lembaga-lembaga ini dapat 

merancang produk dan layanan yang sesuai 

dengan hukum Islam, sehingga mengurangi 

risiko terjadinya praktik riba (Rosidah & 

Mahfiana, 2020). 

Selain itu, kaidah muthlaq dan muqayyad 

menjadi landasan dalam pengembangan produk 

keuangan yang inovatif, memenuhi persyaratan 

hukum memungkinkan pembuatan produk 

keuangan yang inovatif dan sesuai dengan 

tuntutan masyarakat; pembiayaan berbasis bagi 

hasil, misalnya, dapat dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan tetapi tetap sesuai 

dengan prinsip syariah, sehingga memberikan 

alternatif yang lebih baik bagi masyarakat 

(Sanusi dkk., 2020). 

Penerapan kaidah muthlaq dan 

muqayyad juga berkontribusi pada peningkatan 

kesadaran dan literasi ekonomi syariah di 

kalangan masyarakat. Pemahaman yang lebih 

baik tentang apa yang dianggap sebagai riba 

dapat membantu orang lebih berhati-hati saat 

bertransaksi keuangan dan menghindari hal-hal 

yang dilarang agama. (Rahmawati & Indrarini, 

2022). 

Dampak penerapan kaidah fikih terhadap 

praktik riba dalam konteks ekonomi syariah 

dapat dilihat dari beberapa aspek: 

Pertama, pengurangan praktik riba, 

dengan penerapan kaidah fikih yang ketat, 

praktik riba dapat diminimalisir. Lembaga 

keuangan syariah yang mematuhi kaidah ini 

akan lebih cenderung untuk menghindari 

transaksi yang mengandung unsur riba, sehingga 

menciptakan lingkungan keuangan yang lebih 

sehat dan adil (Sari dkk., 2021). 

Kedua, stabilitas ekonomi, penerapan 

kaidah fikih yang efektif dapat berkontribusi 

pada stabilitas keuangan. Dengan mengurangi 

praktik riba, masyarakat akan terhindar dari 

beban utang yang terlalu besar, biasanya 

menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. 

Sebaliknya, dengan sistem keuangan yang adil, 

masyarakat memiliki kemampuan yang lebih 

baik untuk berinvestasi dan berbisnis, yang pada 

gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi (Nihayah, 2023). 

Ketiga, penguatan regulasi dan fatwa, 

penerapan kaidah fikih juga memperkuat 

regulasi dan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga-lembaga syariah. Dengan adanya 

pedoman yang jelas, fatwa yang dihasilkan 

menjadi lebih konsisten dan relevan dalam 

menghadapi tantangan ekonomi yang terus 

berkembang. Ini sangat penting untuk 

mempertahankan kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem keuangan syariah (Furohman, 

2023). 

Keempat, adaptasi terhadap perubahan 

sosial dan ekonomi, Memanfaatkan aturan fikih 

memungkinkan hukum Islam untuk 

menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial 

dan ekonomi. Dalam konteks ini, kaidah fikih 

dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum 

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang 

terus berkembang, sehingga hukum Islam tetap 

relevan dan responsif terhadap tantangan yang 

dihadapi (Ayu dkk., 2022). 

Penerapan kaidah fikih memiliki 

implikasi yang signifikan terhadap praktik riba 

dalam konteks ekonomi syariah. Dengan 

memberikan pedoman yang jelas dan 

meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip syariah, kaidah ini membantu 

mengurangi praktik riba, meningkatkan stabilitas 

ekonomi, dan memperkuat regulasi serta fatwa 

yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga syariah. 

Oleh karena itu, penting bagi para ulama dan 

praktisi ekonomi syariah untuk terus menerapkan 

kaidah fikih secara efektif dalam menghadapi 

tantangan dan dinamika ekonomi modern. 

 

IV. SIMPULAN  

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan 

menganalisis penerapan kaidah fikih, baik 

muthlaq maupun muqayyad, dalam konteks riba 

dan dampaknya terhadap praktik ekonomi 

syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan kaidah muthlaq memberikan 

fleksibilitas dalam penetapan hukum, 

memungkinkan para ulama untuk menilai 

berbagai bentuk transaksi keuangan yang 

mungkin mengandung unsur riba. Di sisi lain, 

kaidah muqayyad menetapkan syarat-syarat 

tertentu yang harus dipenuhi sebelumnya suatu 
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transaksi tidak dianggap sebagai riba, sehingga 

memberikan kepastian hukum yang lebih jelas 

bagi pelaku ekonomi. 

Penerapan kedua kaidah ini 

berkontribusi pada pengurangan praktik riba 

dalam transaksi keuangan syariah, 

meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip syariah, dan mendorong pengembangan 

produk keuangan yang inovatif. Selain itu, 

penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan 

dalam penerapan kaidah fikih, seperti kurangnya 

pemahaman di kalangan masyarakat dan variasi 

interpretasi di antara ulama, perlu diatasi untuk 

memastikan efektivitas penerapan hukum Islam 

dalam konteks ekonomi modern.  

Penerapan kaidah fikih yang konsisten 

dapat meningkatkan kualitas fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga-lembaga syariah, 

sehingga memberikan panduan yang lebih jelas 

dan relevan bagi masyarakat. Ini juga dapat 

memperkuat regulasi yang ada dalam sektor 

keuangan syariah, mengurangi ketidakpastian 

hukum, dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. 

Implikasi lain dari penerapan kaidah 

fikih adalah perlunya peningkatan pendidikan 

dan literasi hukum di kalangan masyarakat. 

Program-program pendidikan yang berfokus 

pada kaidah fikih dan penerapannya dalam 

ekonomi syariah dapat membantu masyarakat 

memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan 

menghindari praktik riba.  

Penerapan kaidah fikih juga 

memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi 

dengan perubahan sosial dan ekonomi yang 

terjadi. Dalam konteks ini, kaidah fikih dapat 

digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan 

kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus 

berkembang, sehingga hukum Islam tetap 

relevan dan responsif terhadap tantangan yang 

dihadapi. 

Adanya pedoman yang jelas dari kaidah 

fikih, lembaga keuangan syariah memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan produk 

keuangan yang inovatif dan sesuai dengan 

prinsip syariah. Ini tidak hanya akan 

meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi 

masyarakat, tetapi juga mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Penerapan kaidah fikih dalam konteks riba 

memiliki implikasi yang signifikan bagi 

praktik ekonomi syariah. Diharapkan praktik 

ekonomi syariah dapat berkembang dengan 

baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi 

masyarakat dengan mengatasi tantangan yang 

ada dan menerapkan solusi yang tepat. 
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